Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

PENETAPAN
Nomor  1/Pdt.G/2016/PA.Bdg.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA EEA;?:\
Pengadilan Agama Badung yang memsrksa dan mengadiﬁ.péfﬁéi;
tertentu pada fingkat pertama dalam sidang majelis telah menja‘.uhkanl
penetapan perkara antara ; .
. umur 42 tahun,
agama lslam, pekarjaan Swasta , pendidikan
D3 Pariwisata, tempat tinggal di
Kelurahan
Jimbaran Kecamatan Kuia Selatan Kabupaten Badung Provinsi
Bali, sebagai Pemahon;
melawan
umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan |bu rumah tangga, pendidikan 03 Pariwisata, fempat
tinggal i
. Kelurahen Jimbaran Kecamatan Kuta
Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, ssbagai Termohon;
Pengadilan Agama tersshut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Femohon dan Termohan,
ODUDUK PERKARMA

Menimbang. bahwa Pemchon  dalam surat permohonannya tanggal 22
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Pengadilan Agama Badung dengan Namat
Aprll 2046, dengan dalil-dalil sebagai berikut
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Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada™ '

tanggal 26 Maret 2000 di hadapan pejabat PPN KLUA Kecamatan Jafivwung,
kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Mikah
Momer Seri: UF tertangoal 26 Maret 2000,

Bahws setelsh menikah Pemohon dan Termeohon bertempat tinggal
bersama di

) _ Kealurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang,

Bahiwa selama perdkawinan Femobon dan Termahon telah melakukan

hubungan sshagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 {dua)

grang anak yang bernama lengkap

a. perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2002;

b. laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 200%;

Bahwa pada awal pernikahan keadasn rumah tangga Femohon dan

Termohon rukun dan hamonis, namun s2jak tanggal 01 Januar 2012

rumah tangga Pemohon dan Termeahon mulal goyah dikarenakan |

- Temnohon lidak manvealujui pemikahan sii Pemohon  dengan wanita
lain ;

Bahwa puncak dar perselisinan dan perlengkaran tersebut ferjadi paga

tanggal 22 Aprl 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termahon

sepakat untuk berpizah;
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E. Bahwa atas permasalashan dan kemelut rumah tangga yang -:Ilhai:lﬁp'r i) ! E"
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Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga F‘emclhc:-n 42 ;‘f
dan Temnohen untuk mencar penyelesaian dan demi rranyelamatk.an ' by
perkawinan, namun usaha tersshut tidak berhasil;

7. Bahwa dari alasan di atas Pemaohon merasa rumah tangga Pemaohon dan
Temnohen sudah tidak munokin untuk dipsrtahankan lagi. dan mohon
diizinkan untuk menjaiuhkan talak satu Egji Pemohon terhadap Termohon
di depan sidang Pengadilan Agama Badung,

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Y. Berdasarxan glasan-alasan tersebut di atas, Femohon mohon kepada
ketua FPengadilan fAgama Badung Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk manjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMER .

1. Mengabulkan parmobanan Pemohon

2. Memberi 1zin Kepada Pemohon

urtuk menjatubkan @lak satu ra)i terhadap Termoban
di depan sidang Penpadilan Agama

Badung;

L

Menghukum Pemonon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majeliz Hakim berpendapat lsin mohon putusan yang ssadil-

adilnya {Ex Asqua Et Bano, Naar Goeds Justitie Recht Dasn).
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Bahwa pada hari sidang vyang telah ditstapkan, F':amnhai';{ﬁ':'

Termohan datang menghadap ke muka parsdangan;
Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian 'H-e-inadall F§ j‘T
Pemohan dan Termohan agar kembal hidp rukun namun tidak berhasil, # '

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Momor 1 tahun 2016 Majelis Hakim felan memerintahkan kedua belah untuk
menampuh proses mediasi dengan mediator Keiding 2. H., M.H;

Batwa berdasarkan laporan Mediator bahwa terhadap Femohon dan
Termohon telah dilaksanakan mediasi dan proses mediasi tersebut  berhasil
mencapai kesepakatan damai karena Pemohen menyatakan ingin memperbaikd
vondisi rumah tangganya dan mau Berusaha untuk hidup rukun lagi dengan
Termonon. Selanjutnya Pemahon menyatakan mencabut parkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya
ditunjuk hal-hal ssbagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan satu kesatuan yang tdak terpisghkan dari putusan ini:

FERTIMBAMNG AN HUKUM

Menimibang, bakwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majslis Hakim
sesuai dengan kefentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nemer 7 Tahun
1289 yang telah diubah dengan Undang-undang Nemaor 3 Tahun 2008 dan
perubahan kedua dengan  undang-undang Momor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama:

Menimbang bahwa terhadap Pemchon dan  Termohon  telzh

dilaksanrakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Aogung Momor 1
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Pemohon mencabul permobonannya,

Menimbang bahwa oleh karena pancabulan vang dilakukan Pemaohon
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan
yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima,

Menimbang, tahwa Majelis Hakim berpendazat behwa perdamaian dalam
rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus
diparmudah jalan untuk merealizasikan perdamaian tersebut, dengan demikian
Majelizs Hakim menilai parmohonan  pencabutan gugatan yang  diajukan
Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian
dalam ayat 129 sebagai berikut;

Sa e i S Jniy Gpry el g sl gl g e 9136 iy el ) palpad G S A A
Latan |l ad g wdped il

Arinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia marska, keouali
pembicaraan rahasia dan orang yang menyuruh (orang) bersedekah,

atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamalan diantara
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perubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50 Tahun 2008 tentang j“ ;??
Peradilan Agama, hiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; \"‘;

Mengingal, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan herkaitan dengan perkara ini;
Menetapkan
1. Mengabulkan permehonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memyatakan perkara Momar Pdt. Z/2016/PA.Bdg dicabut:
3. Mambebankan biava porkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 301.000 - (tga
ratus satu ribu rupiah);
Demikian penstapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijrivah, oleh kami Mahmudah
Havyati, 5.48g., M.H.|. sebagai Ketua Majelis, Muhamad [sna Wahyudi, S H.IL,
M.5.1. dan Ema Fatma Muris, S H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Fenetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ity
juga oleh Ketua Majelis terssbut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Silvia Kusurnadewi, 5.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

aleh Pemohon Termohon,

Hakim Anggota |, Fetua Majelis,

/4%@ foos

Muhamad |lsna Wahyudi, S.H.1, M.5.1. Mahrmudah Hayati, 5.4g9., M.H.IL
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Hakim Angoota 1,

-

Ema Fatma Murls, S.H.1.

Fanitera Pengganti,

-~ rd
Silvia Kusumadewi, S.H.I

Rincian Blaya Perkara
I. Blaya v Rp. 30.000,-

Pendaftaran
2. Biaya Proses . Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp.210.000,-
4. Balava Redaks . Rp.  5.000.-
5. Meterai  Rpo B.000-+
Jumlah ¢ Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah )

Ha. 1 dari ¥ Penetapan Monmor Fdt.G/2016/FA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



